BUPATI LAIIAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 7| TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudhan pemberdayaan perempuan dan
akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui
ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan,
konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang
mengalami tindak kekerasan melalui pemkbsntukan Pusat
Pelayanan Terpadu Peraberdzyaan Perempuar dan Anak di
Kabupaten Lahat;

b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahua 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Rentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Takun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara PI Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5589) sebagaimana
telah bebcrapa kali diubah terekhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedva Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana

Aksi Nasional dan Penghapusun Eksploitasi Seksual Komersial
Anak;
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Menetapkan :

7.  Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Rencana

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan
Anak; '

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Leshat Nomor 4 Tehun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PUSAT PELAYAMAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT

BAB |
UMUM
Pasal 1

(1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lahat selanjutnya disebut PZTP2A Seganti
Setungguan  adalah  merupakan wahana  operasional
pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan
pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan,
konsultasi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi
perempuan dan anak.

(2) Visi P2TP2A Seganti Setungguan adalah memberdayakan
perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan
prinsip hak asasi manusia

(3) Tujuan umum dibentuknya P2TP2A Seganti Setungguan adalah
memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan
dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan
gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak.

(4) Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A Seganti Setungguan
adalah :

a. menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara
mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan
pemerintah bagi perempuan yang membutuhkan untuk
mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian
masalah yang dihadep. percmpuan dan anal: korban tindak
kekerasan.

b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi
masyarakat dan pemerintan untuk memberikan pelayanan
yang bersahabat bagi perenipuran dan anzk.

c. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk
mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak
kekerasan berbasis gender >ada berbagai aspek kehidupan.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1)P2TP2A  Seganti Setungguan adalah organisasi lembaga
masyarakat yang dikeicla oleh masyarakat secara mandiri atau
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g mencari informasi tentang kasus tindek kekerasan terhadap

perempuan baik dilingkungan rumah maupun luar rumah
untuk ditindaklanjuti;
h.  mengubah pandangan masvaraiat tentang kelcerasan terhadap

perempuan dan anak d:dalam rumah tangga menjadi sebuah
persoalan pelanggaran HAM yang scharusnya menjadi
tanggungjawab bersama melalii penyebarluasan informasi dan
media massa,

i.  membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan
pencegahan dari kekerusan dan penganiayaan terhadap
perempuan dan analk;

). membangun jaringan kerjasama dengan berbagai
pelaku/stakeholder lainnya.

Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai (ugas mengadakan pelatihan—
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan
penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan,
pengetahuan tentang kesetaraan dan leadilan gender.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 15

(1) Keanggotaan P2TP2A Segeanti Setungguan bersifat sukarela dan
terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun
institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan
Badan Usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak
kekerasan atau permasalahan peiempuan dan snak.

(2) Anggota P2TP2A Seganti Setungguan berkewajiban untuk
dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan
dari profesionalitasnyva

(3) Pengurus P2TP2A Seganti Setungguan berasal dari unsur tokoh
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi
masyarakat peduli perempuan dan anak, aparat, organisasi
profesi dan lain - lain.

(4) Masa bakti Pengurus P2TP2A Seganti Setungguan adalah 3
(tiga) tahun selanjutnya dapat dipilih kembali.

(5) Susunan Pengurus P2TP2A Seganti Setungguan akan
ditetapkan dengan Keputusan Bugpati.

"BAB VI
PEMBTAYAAN
Pasal 16

(1) Biaya pelaksanaan tugas P2TP2A Seganti Setungguan berasal
dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lahat sebagai Dana Stimulan.

(2) Dalam jangka menengah dan jangka vanjang biaya
pelaksanaan P2TP2A Seganti Setuagguan swadaya dan mandiri
dari usaha - usaha kerjasama serta sumbangan yang tidak

mengikat dari perseorangan, swasta, pemerintah, dari dalam
negeri maupun luar negeri.
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BAR VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mula: berlaku, Peraturan Bupati
Lahat Nomor 25 Tehun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sebagaimana ‘elah diubah dengan Peraturan

Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan
berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabunaten Lahat.

ditetapkan di Lahat o
pada tanggal _ |4 Jun 2017
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Diundangkan di Lahat .
pada tanggal |4 Junl 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT
KEP. BADAN KEUANGAN DAERAH,

H. HARYANTO .
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